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Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023

Pada tanggal 6 Oktober 2023 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Berikut perubahan
dan penambahannya:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah menjadi, Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang
bekerja pada penyelenggara negara yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai
negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa
Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.

2. Serta pada pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) berbunyi, Program JKK dan
JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara selain Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) terdapat penambahan Peserta program JKK dan JKM terdiri
atas Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A
1) Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direkomposisi untuk
Iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,14% (nol koma empat belas
persen), sehingga Iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen)
dari Upah sebulan;
b. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen)
dari Upah sebulan;
c. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
dari Upah sebulan;
d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari
Upah sebulan; dan
e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh
persen) dari Upah sebulan.
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2)

3)

5. Di antara

Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Peserta
penerima Upah yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta dalam program
jaminan kehilangan pekerjaan.
Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak
direkomposisi dan tetap berlaku bagi:
a. Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar sebagai Peserta dalam
program jaminan kehilangan pekerjaan; atau
b. Peserta penerima Upah yang masih tertunggak Iurannya oleh Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara sampai dengan diundangkannya
Peraturan Pemerintah ini dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

1) Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direkomposisi untuk
Iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen),
sehingga Iuran JKM menjadi 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah
sebulan.

2) Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Peserta
penerima Upah yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta dalam program
jaminan kehilangan pekerjaan.

3) Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak
direkomposisi dan tetap berlaku bagi:

a. Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar sebagai Peserta dalam program
jaminan kehilangan pekerjaan; atau

b. Peserta penerima Upah yang masih tertunggak Iurannya oleh Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara sampai dengan diundangkannya
Peraturan Pemerintah ini dan belum dibayarkan lunas kepada BPJ]S
Ketenagakerjaan.

6. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A
1)

2)

3)

4)

5)
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Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja sebelum mendapatkan
kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau bukan
Kecelakaan Kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan Kecelakaan
Kerja disimpulkan atau ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja.

Penyimpulan atau penetapan status Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan
Kerja dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan Kecelakaan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan Kecelakaan Kerja, semua biaya



6)

7)

8)

Pasal 25B

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja, semua
biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Peserta, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dikoordinasikan antara BP]JS Ketenagakerjaan dan Peserta,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau penetapan status Kecelakaan
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit akibat kerja sebelum
mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai penyakit akibat kerja
atau bukan penyakit akibat kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan penyakit akibat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan
penyakit akibat kerja disimpulkan atau ditetapkan sebagai penyakit akibat
kerja.

Penyimpulan atau penetapan status penyakit akibat kerja atau bukan penyakit
akibat kerja dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I
diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan penyakit akibat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disimpulkan atau ditetapkan merupakan penyakit akibat kerja, semua
biaya pelayanan kesehatan menjadi manfaat JKK yang dibayarkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan penyakit akibat kerja,
semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dikoordinasikan antara BP]S Ketenagakerjaan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau penetapan status penyakit
akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.



7. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

1) Peserta, keluarga Peserta, serikat Pekerja/serikat buruh di tempat Pemberi
Kerja, dan/atau fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit
akibat kerja yang dialami oleh Peserta penerima Upah kepada Pemberi Kerja,
BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas
provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, unit Pengawas Ketenagakerjaan
setempat, atau satuan kerja pemerintah pusat/daerah yang membidangi
kepegawaian.

2) Pemberi Kerja, BP]JS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, unit Pengawas
Ketenagakerjaan setempat, atau satuan kerja pemerintah pusat/daerah yang
membidangi kepegawaian yang menerima pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan penjaminan pelayanan kesehatan
terlayani pada saat menerima pemberitahuan.

3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan
kewajiban Pemberi Kerja untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja.

4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dengan tetap memastikan
pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada Peserta.

8. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

1) Serikat Pekerja/serikat buruh yang Peserta bukan penerima Upah menjadi
anggotanya, wadah atau kelompok tertentu, dan/atau fasilitas kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan
Kerja atau dugaan penyakit akibat kerja yang dialami oleh Peserta bukan penerima
Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau unit Pengawas
Ketenagakerjaan setempat.

2) BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas
provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau unit Pengawas Ketenagakerjaan
setempat yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memastikan penjaminan pelayanan kesehatan terlayani pada saat menerima
pemberitahuan.

3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan
kewajiban Peserta bukan penerima Upah dan/atau keluarganya untuk melaporkan
Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama dengan tetap memastikan pelayanan
kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada Peserta.
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9. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50
1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melakukan upaya pencegahan
melalui kegiatan promotif dan preventif bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan.

1a) BP]S Ketenagakerjaan dapat melaksanakan kegiatan promotif dan preventif bagi
Peserta bukan penerima Upah dan Pekerja migran Indonesia.
2) Ketentuan mengenai kegiatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (1a) diatur dengan Peraturan Menteri.
10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2023.

II. Surat Edaran Nomor SE - 3/PP/2023

Pada tanggal 17 Oktober 2023 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE - 3/PP/2023 tentang
Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak Dalam Rangka Hari Raya Natal 2023 Dan Tahun
Baru 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

e Masa reses persidangan di Pengadilan Pajak mulai hari Senin tanggal 18 Desember 2023 s.d.
hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari
Selasa tanggal 8 Januari 2024.

e Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2023

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Oktober 2023 adalah
sebagai berikut:

Peraturan Pajak Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
50/KM.10/2023, 3 Oktober 2023. Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Oktober 2023 Sampai
Dengan 10 Oktober 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
1/KM.10/KF.4/2023, 10 Oktober Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
2023. Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Oktober 2023 Sampai
Dengan 17 Oktober 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor :| Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
2/KM.10/KF.4/2023, 17 Oktober 2023. | Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Oktober 2023 Sampai
Dengan 24 Oktober 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
3/KM.10/KF.4/2023, 24 Oktober 2023. | Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Oktober 2023 Sampai
Dengan 31 Oktober 2023.
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor : | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi
51/KM.10/2023, 30 Oktober 2023. Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan
Bunga Periode 1 November 2023 Sampai Dengan 30
November 2023.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
4/KM.10/KF.4/2023, 31 Oktober 2023. | Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 November 2023 Sampai
Dengan 7 November 2023.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938
0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor
JI. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980

Phone i+ 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id
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